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Perbedaan pandangan tentang kepemimpinan wanita dalam ranah 

publik-politik telah mewarnai berbagai diskusi ilmiah. pro-kontra 

tentang boleh atau tidaknya seorang wanita menjadi pemimpin telah 

menjadi polemik diantara para ahli hukum islam seperti M. Quraish 

Shihab yang cendrung memperbolehkan dan M. Hajih Maimoen yang 

tegas tidak memperbolehkan. Dengan menggunakan pendekatan studi 

kepustakaan berbasis deskriptif analisis tulisan ini mencoba mengakaji 

ulang latar belakang mengapa kedua tokoh tersebut berbeda dalam 

menarik kesimpulan hukum terhadap dalil kepemimpinan wanita 

dalam ranah publik atau politik dari perkspektif teori ushul fikih. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, temuan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa perbedaan sudut pandang (antara berlaku „Aam 

atau Khas) terhadap dalil tentang kemimpinan wanita menjadikan 

kedua tokoh tersebut berbeda pula dalam mengambil kesimpulan 

hukum antara memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Sedangkan 

dalam perspektif ushul fikih kata al-rijal dalam surat An-Nisa‟ ayat 

34 dan kata qaumun pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah 

keduanya merupaka lafadz „Aam yang mempunyai konsekuensi hukum 

1) lelaki adalah pemimpin bagi wanita dalam ranah domestik ataupun 

publik 2) tidak boleh menyerahkan kepemimpinan publik-politik 

terhadap seorang wanita. 

Kata Kunci: Kepemimpinan Wanita, M. Quraish Shihab, M. Najih 

Maimoen, Ushul Fikih. 

PENDAHULUAN  

Islam merupakan agama kaffah “sempurna” dalam mengatur 

dan memposisikan segala sesuatu sebagaimana mestinya, antara 

lelaki dan wanita, suami dan istri, kedudukannya stara dalam 

mengemban amanah menjadi khalifatullah dimuka bumi. Namun 

disisi lain, dalam Islam terdapat perbedaan antara lelaki dan 

wanita dalam hal deferensiasi fungsi, tanggungjawab dan 
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kedudukannya dalam ranah publik (Al-Sya’rawi, 2012). Oleh 

karenanya dalam tinjauan hukum fikih, wanita mempunyai aturan 

yang relatif berbeda dengan lelaki. Dalam konteks negara 

demokrasi, lelaki dan wanita mempunyai kedudukan yang sama 

“equality before the law” hal tersebut juga termuat dalam UUD 

1945 pada pasal 27 menyatakan “Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”. Dasar tersebut menjadi payung hukum di Indonesia 

bagi aktivis dan pegiat wacana kesetaraan gender yang 

menginginkan kesetaraan dan keadilan gender bagi wanita di 

wilayah publik dan politik (Shofiyah, 2016).  

Berkenaan dengan keikutsertaan wanita dalam ranah politik 

dan isu seputar kesetaraan gender telah banyak didiskusikan 

dalam berbagai riset penelitian dengan berbagai topik krusial 

seputar wanita dalam wilayah politik serta kesetaraan gender 

dalam hukum Islam. Johari dalam penelitianya yang berjudul 

“Beberapa Aspek Fikih Bias Gender Dan Pengaruhnya terhadap 

Pengembangan Dakwah.”(Johari, 2017) Solikul Hadi dengan judul 

Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia (Johari, 

2017). Shofiyah dalam penelitinya Keadilan Gender (Analisis 

Tentang Peran Publik Perempuan Dari Aspek Tradisi Budaya, 

Konstruksi Sosial Dan Demokrasi). Kesemuanya pada poin 

kesimpulanya merekomendasikan adanya rekontruksi atau 

pembaharuan terhadap hukum Islam atau KHI berkenaan dengan 

kedudukan, peran dan keterlibatan wanita di wilayah publik, 

menurut mereka hal tersebut menjadi keharusan demi 

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. 

Selain penelitian diatas, berkenaan dengan kepemimpinan 

wanita diranah politik juga ramai dibicarakan, pro-kontrapun 

menjadi polemik argumentasi yang mewarnai fokus kajian 

penelitian yang dilakukan, dalam tinjauan hadis, misalnya 

“Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)” 

oleh M. Ali Rusdi Bedong dan Fauziah Ahmad,(Bedong & Ahmad, 
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2018) dan Kepemimpinan Wanita: Analisis Hadis Riwayat Abi 

Bakrah merupakan penelitian yang dilakukan oleh Andi Rahman 

(2020) dalam dua topik penelitian tersebut memaparkan pro-

kontra pendapat mengenai kepemimpinan wanita, disatu sisi 

dengan pemahaman kontekstual memperbolehkan wanita 

menjadi pemimpin politik jika memang mempunyai keahlian dan 

kapasitas yang memadai, sedangkan disisi lain terdapat 

pandangan yang tidak memperbolehkan wanita menjadi 

pemimpin atas dasar konsensus ulama (Siame, 2012). 

Dalam perspektif tafsir perihal kepemimpinan wanita juga 

menjadi topik hangat diperdebatkan, riset terbaru (tiga tahun 

trakhir) seperti tesis yang dilakukan oleh Anisah pada tahun 2019 

dengan judul Perempuan Di Ruang Publik Dalam Perspektif Sayyid 

Quthb (Studi Analisis Dalam Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’an),(Anisah, 

2019) pada tahun 2018 Farida melakukan tesis dengan judul 

Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir 

al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir) (Farida, 2018) dan Peranan 

Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur’an Surat Al-Nisa’ 

Ayat 34 oleh Nurul Ilmah Nafi’ah, (Nafi’ah, 2018) temuan tesis 

tersebut menunjukkan bahwa dalam kajian tafsir berkenaan 

dengan kepemimpinan wanita diranah publik juga terjadi pro-

kontra seperti pandangan Quraish Shihab dan Ibu Katsir, dimana 

keduanya mempunyai perbedaan pandangan dalam menafsirkan 

ayat yang berhubungan dengan kepemimpinan wanita, disatu sisi 

memperbolehkan dan disisi lain tidak memperbolehkan.  

Hemat penulis dari berbagai penelitian diatas berkenaan 

dengan kepemimpinan wanita dalam politik ataupun publik, 

kesimpulannya hanya berorientasi terhadap perbedaan 

argumentasi, interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks al-

Qur’an- Hadis dalam pandangan-pandangan ulama klasik dan 

kontemporer. Teks-teks tersebut berusaha difahami dari berbagai 

perspektif, yang pada akhirnya hanya bermuara pada kesimpulan 

pro-kontra (boleh dan tidak memperbolehkan) tanpa mengkaji 

dan menganalisis terhadap teori hukum (ushul fikih) dari latar 
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belakang argumentasi golongan yang berpendapat 

memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan, sehingga 

menimbulkan ketidak sepahaman mengenai topik yang dimaksud. 

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Telaah Kritis Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Teori 

Ushul Fikih: (studi pemikiran Prof M. Quraish Shihab dan KH. M. 

Najih Maimoen)”. Menurut hemat penulis dengan melakukan 

talaah kritis berdasarkan perspektif ushul fikih dapat ditemukan 

benang merah dari pro-kontra berkaitan argumentasi boleh atau 

tidaknya wanita menjadi seorang pemimpin.  

Melihat penelitian yang telah lalu, telah banyak mengupas 

berbagai topik mengenai kepemimpinan seorang wanita untuk 

menjaga unsur kebaruan dalam penelitian ini, penulis 

mengarahkan telaah terhadap pemikiran dua tokoh, yaitu M. 

Qurais Shihab dan M. Najih Maimoen. Kedua tokoh tersebut dipilih 

berdasarkan beberapa alasan, diantaranya keduanya merupakan 

tokoh yang sama-sama mempunyai pengalaman belajar di timur 

tengah, namun meskipun demikian dalam banyak permasalahan 

mempunyai pandangan yang sangat berbeda. Selain hal tersebut, 

latar belakang dari kedua tokoh tersebut juga berbeda M. Qurais 

Shihab sebagai repsentasi dari kalangan akademik-modern 

sedangkan M. Najih Maimoen merupakan tokoh kiai karismatik 

jawa tengah dari golongan ahli fikih klasik yang berpegang teguh 

pada manhaj salaf al-Sholeh didalam pemikiran hukum.  

Untuk memperjelas alur diskusi, analisis serta fokus 

pembahasan dalam penelitian ini, terdapat dua persoalan yang 

harus dikaji jawabannya. Pertama, Apa penyebab perbedaan 

pendapat M. Quraish Shihab dan M. Najih Maimoen tentang 

kepemimpinan seorang wanita dalam perspektif kajian ushul 

fikih. Kedua, Bagaimana tinjauan teori ushul fikih terhadap dalil-

dalil kepemimpinan seorang wanita yang digunakan dalam 

pemikiran M. Quraish Shihab dan M. Najih Maimoen. Berangkat 

dari dua persoalan tersebut, penelitian ini akan mengkaji aspek-

aspek teoritis hukum berkenaan dengan bagaimana teori ushul 
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fikih mendudukkan hingga memproduksi suatu produk hukum 

berkenaan dengan kepemimpinan wanita dalam Islam.  

KAJIAN TEORI   

Berkenaan dengan kepemimpinan, menurut Quraish Shihab 

baik dalam al-Qur’an ataupun hadis pada dasarnya tidak ada yang 

secara eksplisit tegas melarang seorang wanita untuk menduduki 

suatu jabatan tertentu, bahkan menurutnya terdapat sekian 

banyak dalil dalam al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum 

kebolehan kepemimpinan wanita, seperti yang terdapat pada ayat 

71 surat At-Taubah bahwa seorang Muslim ataupun Muslimah 

sebagian mereka adalah auliya’ terhadap Sebagian yang lain 

(Shihab, 2005). Berbeda halnya dengan pandangan M. Quraish 

Shihab, KH. M. Najih Maimoen berdasarkan ayat 34 Surat An-Nisa’ 

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)” ia 

berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh menduduki 

jabatan publik “pemimpin” (Maimoen, 2006). Selain menggunakan 

ayat tersebut sebagai argumentasi hukum, beliau juga 

mendasarkan pendapatnya tersebut pada Hadis riwayat Imam 

Bukhari; (Al-Bukharī, 1422) 

ثى٨ىا ػَّ افي  ضى ر٥ٍى يرٍى٣ً  ب٦ٍي  خي ثى٨ىا ال٫ٍى ػَّ ٬ؼٍه  ضى ٦ٍ  ىْ ٦ً  خى ٦ٍ  الٍِىفى بًِ  خى
ى
ةى  أ ػٍ  ٛىاؿى  ةىسٍؽى ىٜ ىٓنً  ١ى ىٙ  جى

ثو اللهي  ٥٢ًى ىـ  ةسًى يَّا
ى
٠ً  أ ا الٍْى٥ى ى٥َّ ىٔ  ل لىَّ  الجَّبًَّ  ةى٢ى ٢ىي٩ًٍ  اللهي  نى ٣َّ٢ى  ىْ ىـ فَّ  كى

ى
ا أ نـ ٬ا ٘ىارً يٟ َّ٢  اب٨ٍىثى  مى

٢ًصى  ١ى٦ٍ  ٛىاؿى  ًٞسٍْىل ٍٙ هـ  حي ٬ٍَّ١ا ٛى٬ٍ ٣ٍ  كى مٍؽى٪ي
ى
ةن  أ

ى
أ  امٍؽى

Pro-kontra berkenaan kepemimpinan wanita tidak hanya 

pada perbedaan dalil hukum yang digunakan, lebih dari itu, pada 

aspek teoritis juga menjadi perdebatan ditengah-tengah 

cendikiawan muslim klasik-kontemporer, golongan yang pro 

terhadap kepemimpinan wanita berpandangan bahwa Wajhu al-

Dilalah yang terdapat dalam Q.S. Al-Nisa’: 34 tidak bersifat umum 

(Khas) serta bukan seruan atau perintah (amar) artinya ayat 

tersebut tidak menolak kepemimpinan seorang wanita diranah 
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publik, hanya saja ayat tersebut memberikan informasi (kalam 

khabar) bahwa seorang suami atau pria adalah pimpinan dalam 

rumah tangga, berdasarkan hal tersebut mereka berkesimpulan 

bahwa kaum wanita boleh menjadi pemimpin suatu bangsa. 

(Farida, 2018) Berbeda sudut pandang dengan kesimpulan 

tersebut, golongan yang kontra terhadap kepemimpinan kaum 

wanita menggunakan teori qiyas aulawi dengan analogi “jika 

dalam ranah domistik (keluarga) wanita ada dibawah otoritas 

pria maka lebih-lebih diranah kenegaraan atau politik”.  

Didalam memahami teks, keberadaan teori yang digunakan 

sangat berpengaruh terhadap pemahaman atau pengambilan 

suatu hukum, hal ini terbukti dari ayat atau hadis yang sama dapat 

menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, seperti 

pandangan terhadap ayat 34 surat al-Nisa’ diatas ataupun hadis 

yang digunakan sebagai dalil ketidak-bolehan seorang wanita 

untuk menjadi pemimpin publik. Baik yang pro ataupun yang 

kontra terhadap hukum boleh atau tidaknya wanita menjadi 

pemimpin juga berangkat dari dalil yang sama. Hal ini yang 

kemudian menjadi pemicu serta kegelisahan akademik ditengah-

tengah masyarkat pada umumnya dan dikalangan para terpelajar 

pada khususnya. 

Metode yang digunakan oleh ulama klasik didalam 

mengkontruksikan suatu hukum dari nash-nash al-Qur’an atau 

hadis adalah dengan meninjaunya dari aspek teori ushul fikihnya. 

Dari teori ushul fikih kemudian terbangunlah hukum yang 

terdapat dari dalil yang dijadikan dasar keberlakuan hukum 

tersebut, hal ini sebagaimana etimologi ushul fikih itu sendiri (Al-

Zuhaili, 1986). Berangkat dari dalil-dalil yang ada, berkenaan 

dengan kepemimpinan wanita, mayoritas fuqaha’ sepakat (it-

tifaq) bahwa bagian dari syarat menjadi seorang pemimpin adalah 

lelaki, maka dari itu tidak sah kepemimpinan seorang wanita (Al-

Jazarī, 2003). Selain pendapat mayoritas fuqaha’ tersebut juga 

terdapat pendapat minoritas ulama yang memperbolehkan 

seorang perempuan untuk menjadi pemimpin di bidang-bidang 
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tertentu, misalya Imam Abi Hanifah berpendapat bahwa seorang 

wanita bisa menduduki jabatan pimpinan tertentu, seperti 

menjadi hakim dalam urusan perdata (perkara yang berhubungan 

dengan mall harta). Berbeda halnya dengan dua pendapat 

sebelumnya Ibn Rusdy, dalam salah satu karyanya memaparkan 

pendapat At-Tabari yang berpendapat bahwa seorang wanita 

boleh untuk menjadi hakim disegala sektor (Rusd, 1994). 

Untuk memahami problematika interpretasi terhadap nash 

(Al-Qur’an dan Hadis) berkenaan dengan pandangan ulama 

terhadap dalil kepemimpinan wanita, dalam teori ushul fikih 

terdapat empat pendekatan yang dapat dijadikan metode dalam 

memahami petunjuk atau makna yang terkandung dalam nash, 

bisa melalui pendekatan tekstual (al-Ibarah), al-Isarah, al-Dilalah, 

dan al-Iqtidha’. Dalam hal terjadinya pertentangan interpretatif 

didalam penggunaan teori-teori tersebut, maka didahulukan 

pemahaman yang didapat dari teks (al-Ibarah) baru kemudian 

pemahaman yang didapat dari mafhum al-Isyarah, mafhum al-

dilalah dan mafuhum al-Iqtidho’ (Kholaf, 2010). Selain teori 

tersebut berkenaan dengan bagaimana pengaplikasian nash 

dalam memproduksi hukum juga harus ditinjau dari sisi cakupan 

nash itu sendiri. Berdasarkan ruang lingkup dari keberlakuan 

hukum yang terdapat dalam suatu nash, para pakar ushul fikih 

membaginya pada dua bagian. Ada nash yang bersifat umum “Am” 

adapula yang bersifat khusus “khas” (Al-Khatif, 2006). Kedua jenis 

tersebut mempunyai implikasi tersendiri terhadap hukum yang 

terkandung dalam suatu nash tak terkecuali terhadap nash al-

Syariah yang berkaitan dengan hukum kepemimpinan wanita. 

Setiap nash sebagai Mashadir Al-Hukm dalam metode ushul 

fikih, selain memperhatikan ruang lingkup taklif-nya (‘am atau 

khas) juga perlu mengidentifikasi terhadap dilalah al-lafdz ila al-

ma’na. apakah petunjuk yang terdapat dalam nash tersebut 

dikatakan dhahir, sehingga harus diberlakukan sebagaimana 

tekstualnya dan tidak butuh terhadap reinterpretasi, atau 

petunjuk yang terdapat dalam nash tersebut mujmal sehingga 
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masih belum jelas makna yang dikehendaki (Husain, 1985). Hal-

hal tersebut sangat berpengaruh terhadap bagaimana seharusnya 

suatu nash di istinbati atau digali hukum yang terkandung 

didalamnya. Maka dari itu untuk dapat menganalisis terhadap 

dalil-dalil kepemimpinan tentang boleh atau tidaknya seorang 

wanita menjadi pemimpin perlu untuk dikaji melalui teori ushul 

fikih agar pro-kontra yang telah dikemukan sebelumnya dapat 

bisa dibedah secara metodelogis.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian dengan judul Telaah Kritis Kepemimpinan Wanita 

Dalam Perspektif Teori Ushul Fikih ini merupakan penelitian 

kepustakaan (Library Research). Dimana sebagian besar bahan 

dan data yang dibutuhkan bersumber dari kitab-kitab klasik yang 

relevan dengan topik yang terdapat dalam penelitian (Soekanto, 

2006). Selain itu penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai 

penelitian deskriptif kualitatif analisis. Karena data yang 

diperoleh dari sumber pustaka setelah dikumpulkan dan 

dilakukan analisis kemudian dideskripsikan berdasarkan data 

yang dibutuhkan. 

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi 

literatur tentang ushul fikih, kitab-kitab klasik dan kontemporer 

yang berkaitan dengan topik atau problem penelitian. Sumber 

data sekunder pada penelitian berasal dari jurnal, skripsi, tesis 

dan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan 

dengan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Mengingat 

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan bercorak 

deskriptif-analisis berkenaan dengan Kepemimpinan Wanita 

Dalam Perspektif Teori Ushul Fikih, maka pertama-tama penulis 

melakukan content analysis terhadap data-data yang sudah 

didapat, kemudian data tersebut dianalisa dengan pisau analisis 

teori ushul fikih. 
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HASIL PENELITIAN 

Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kepemimpinan wanita 

Secara ekplisit tidak ditemukan dalil yang secara tegas 

melarang seorang wanita menjadi pemimpin, hanya saja dalam al-

Qur’an dan Hadis terdapat dalil-dalil yang memberikan informasi 

mengenai keutamaan seorang lelaki sebagai pemimpin dari 

seorang wanita, seperti yang termuat dalam ayat 34 surah al-Nisa’ 

dan hadis riwayat Abi Bakrah tentang sabda Nabi bahwa tidak 

akan falah (beruntung) suatu kaum yang menyerahkan 

kepemimpinannya terhadap seorang wanita. Dalam hal 

kepemimpinan atau hak-hak wanita dalam politik M. Quraish 

Shihab berpendapat bahwa tidak ada satupun ketetapan dalam 

agama yang melarang wanita berpolitik atau menjadi pemimpin. 

Bahkan menurutnya banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan 

dasar pemahaman kebolehan seorang wanita menjadi pemimpin 

(Shihab, 1996). Seperti ayat 71 dalam surat Al-Taubah misalnya. 

Dalam ayat tersebut orang-orang yang beriman baik laki-laki atau 

perempuan sebagaian meraka merupaka awliya’ terhadap 

sebagaian yang lain.  

Selain ayat 71 surat Al-Taubah tersebut, menurut M. Quraish 

Syihab berkenaan dengan samanya hak untuk berpolitik atau 

memimpin antara lelaki dan wanita juga tergambarkan dalam 

ayat 38 Surat Asy-Syura, dimana Allah berfirman: 

بًٌ  اةي٬ا لؽًى خىشى ٍـ ي٦ى ا ً ٛىامي كىالَّّ
ى
أ ٬فى ٣ٍ٫ً كى يٜ ًٙ ٍ٨ ٣ٍ حي ر٨ٍىا٪ي زى ا رى م٥ًَّ ٣ٍ كى ٬رىل  ةىي٨ٍى٫ي ٣ٍ كي مٍؽي٪ي

ى
أ ةى كى لًى  ٬ا الهَّ

Menurutnya ayat diatas dijadikan dasar oleh banyak ulama 

untuk membuktikan bahwa seorang wanita juga berhak untuk 

berpolitik atau menjadi seorang pemimpin.  

Seperti yang telah dikemukakan diatas, berkenaan ayat 34 

dalam surat Al-Nisa’ dan Hadis riwayat Abi Bakrah tentang tidak 

beruntungnya suatu kaum jika kepemimpinannya diserahkan 

kepada wanita M. Quraish Shihab mempunyai pandangan yang 

berbeda dengan golongan yang menjadikan ayat dan hadis 
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tersebut sebagai argumentasi bahwa hanya lelaki yang bisa 

menjadi pemimpin. Menurutnya kata al-rijal pada ayat 34 surat 

Al-Nisa’ tersebut berdasarkan konsiderans struktur ayatnya 

mempunyai arti suami, (khos bukan ‘Aam) dengan bukti bahwa 

secara utuh ayat tersebut berbicara tentang konteks rumah 

tangga. Artinya kata al-rijal tidak bermakna lelaki pada umumnya, 

akan tetapi lelaki sebagai suami dalam rumah tangga adalah 

pemimpin karena mereka para suami diwajibkan untuk 

menafkahkan Sebagian hartanya terhadap para istri (Shihab, 

2005). 

Dalam memahami kata al-rijalu qawamuna ala an-nisa’ 

terdapat dua faktor yang melatar belakangi pemikiran M. Quraish 

Shihab sehingga kata al-rajul dikatakan khas memiliki arti lelaki 

sebagai suami, bukan lelaki dalam lingkup yang umum. Pertama 

melihat konsiderans pada pernyataan ayat tersebut berbunyi “ ب٥ًى   اكى
٬ا يٜ ىٙ جٍ

ى
م٬ٍىال٣٫ًًٍ  ٦٤ًٍ  أ

ى
أ ” bahwa “karena mereka (laki-laki) telah memberikan 

nafkah dari hartanya” dimana kita ketahui bahwa yang 

mempunyai kewajiban memberikan nafkah pada istri hanyalah 

suami, bukan para lelaki pada umumnya. Kedua lanjutan ayat 

tersebut yang bunyi “ ٍٓوو ى بى ٣ٍ عَلى ٫ي ٍٓيى ٠ى اللهي بى ا ٘ىيَّ  bahwa “karena Allah ”ة٥ًى

telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang 

lain (perempuan)” menurut M. Quraish Shihab antara pria dan 

wanita memiliki keistimewaan masing-masing. Akan tetapi 

keistimewaan yang dimiliki oleh lelaki lebih menunjang untuk 

mengemban tugas menjadi pemimpin dalam rumah tangga. 

Artinya diciptakan lelaki dengan tipelogi berotot kekar dan 

mengedepankan rasionalitas dalam  melakukan sesuatu 

meniscayakan ia lebih pantas untuk mencari nafkah (Tohet, 

2018).  

Sedangkan berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh 

Abi Bakrah tersebut, menurut M. Quraish Shihab hadis tersebut 

tidak bisa diberlakukan secara universal. Menurutnya perlu untuk 
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melihat asbab al-wurud dari latar belakang munculnya hadis 

tersebut. Dalam karyanya yang berjudul Wawasan Al-Qur’an Tafsir 

Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat M. Quraish Shihab 

berpandangan bahwa hadis tersebut hanya terkhusus pada satu 

kejadian, dimana pada waktu itu datanglah seorang sahabat pada 

Nabi seraya berkata bahwa penduduk Persia telah mengangkat 

putri raja Kisra sebagai penguasa (pemimpin) mereka. Lantas, 

Nabi Bersabda “ ةن
ى
أ ٣ٍ امٍؽى مٍؽى٪ي

ى
٬ٍَّ١ أ هـ كى ٢ًصى ٛى٬ٍ ٍٙ  tidak akan beruntung suatu“ ”١ى٦ٍ حي

kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan” (Shihab, 

1996). Dari pandangan tersebut dapat digarisbawahi menurut M. 

Quraish Shihab hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum 

ketidak bolehan wanita menjadi pemimpin, karena hanya berlaku 

pada satu konteks, yaitu menyikapi infprmasi naik tahtanya putri 

raja Kisra. Walhasil dalam pandangan M. Quraish Shihab baik ayat 

34 surat Al-Nisa’ ataupun Hadis riwayat Abi Bakrah tersebut 

berlaku khusus (khas) tidak bisa dijadikan alasan hukum bahwa 

wanita tidak boleh menjadi pemimpin.  

Adapun argumentasi yang diajukan oleh M. Quraish Shihab 

sebagai dasar hukum bolehnya wanita untuk berpolitik atau 

menjadi seorang pemimpin adalah ayat 71 surat at-Taubah dan 

ayat 38 surat Asy-Syura (Shihab, 1996). Pada surat at-Taubah 

tersebut;  

ٍٓوو  كٍلًحىاءي بى
ى
٣ٍ أ ٫ي ٍٓيي ؤ٨٤ًٍىاتي بى ؤ٨٤ًٍي٬فى كىال٥ٍي ال٥ٍي كفى كى ؽي مي

ٍ
كؼً  يىأ ٍٓؽي ٬ٍفى  ةاًل٥ٍى يى٫ٍ٨ى ٦ً  كى ؽً  ىْ ىٟ ٍ٨  ال٥ٍي

٬فى  ي٥ي ًٜ يي ةى  كى لًى ييؤٍحي٬فى  الهَّ ةى  كى كَى ي٬ٓفى  الؾَّ ي ًٍ يي ي  اللهى  كى ٬لَى يـ رى ىٝ  كى ً
كلخى 

ي
ي  أ حٍْى يِى ٣ي ىـ  اللهى  إفًَّ  اللهي  ٫ي

ؾًيؾه  ي٣ه  ىْ ًٟ  ضى
Bahwa para lelaki dan perempuan yang beriman sebagian 

mereka adalah awliya’ terhadap Sebagian yang lain. Dari ayat 

tersebut kemudian banyak yang berpandangan bahwa wanita 

bebas berkiprah didalam semua bidang tidak terkecuali dalam 

ranah kepemimpinan (Shofiyah, 2016).  
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Pendapat KH. M. Najih Maimoen 

KH. M. Najih Maimoen merupakan ulama yang sangat 

menjaga pemikiran klasik (salaf al-shaleh). Terbukti dalam setiap 

pandangannya dalam menyikapi berbagai permasalahan aktual, 

secara konsisten mengedepankan pandangan-pandangan ulama 

salaf dengan mengutip berbagai kitab-kitab mu’tabarah sebagai 

sumber refrensinya. Berkenaan dengan kepemimpinan wanita M. 

Najih Maimoen dalam karyanya yang berjudul Majmuatu Al-Rasail 

terdapat satu bab yang secara kusus mengulas tentang hukum 

seorang wanita menjadi pemimpin diranah publik atau politik.  

Berbeda dengan pandangan M. Quraish Shihab, yang 

berpandangan bahwa wanita boleh dan mempunyai hak yang 

sama dalam berpolitik atau menjadi pemimpin diranah pablik. M. 

Najih Maimoen berpandangan berbeda. Berdasarkan ayat 34 

dalam surat Al-Nisa’ dan Hadis riwayat Abi Bakrah serta bebera 

pandangan ulama-ulama salaf, beliau berpendapat bahwa wanita 

tidak boleh menjadi pemimpin politik dalam ranah publik atau 

pemerintahan. Pandangan ini didasarkan pada pola penafsiran 

kitab-kitab tafsir al-mu’tabarah seperti, tafsir Ibnu Katsir, Tafsir 

Al-Nisf, Tafsir Al-Khazin dan Tafsir An-Nawawi (Maimoen, 2006). 

Berbeda dengan padangan M. Quraish Shihab dalam 

memahami kata al-rijal pada ayat 34 surat An-Nisa’ yang hanya 

bermakna lelaki sebagai pemimpin khusus dalam ranah rumah 

tangga dan tidak mencakup kepemimpinan dalam ranah publik M. 

Najih Maimoen menggunakan mafhum qiyas aulawi;  

ياـث البلًد  ٘إذا كَف ا١نفاء فِ الَم٬ر ا١ٓائ٢يث تَج الؽساؿ ٘أكل فِ أم٬ر الدك١ث كـ
“apabila wanita didalam urusan keluarga berada dibawah 

kekuasaan lelaki, maka lebih dari itu dalam hal-hal pemerintahan 

dan politik kenegaraan” (Maimoen, 1423).  

Dapat difahami dari ungkapan tersebut bahwa dalam 

pandangan M. Najih Maimoen kata Al-rijal pada ayat tersebut 

berlaku umum (mafhum awlawi). Tidak hanya terkhusus dalam 
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kepemimpinan seorang laki-laki (sebagai suami) dalam rumah 

tangga namun juga dalam hal-hal yang diluar rumah tangga. 

Pendapat diatas diperkuat dengan mengutip pandangan Ibn 

Katsir ketika menafsirkan bima fadhola Allu ba’dhohum ‘ala ba’ 

dalam ayat 34 surat An-Nisa’ tersebut;  

ة٥ا ٘ي٠ الله ةٓي٣٫ عَل ةٓو، أم لَف الؽس٠ أ٘ي٠ ٦٤ ا١نفاء كالؽس٠ عيِ ٦٤ 
ي٣المؽأة كلهؼا ك٧َج الجت٬اة مخخهث ةالؽساؿ ككؼلٝ الم٢  ٝ الَْ

Bahwa laki-laki lebih utama dari wanita dan lebih baik dari 

wanita, maka dari itu setiap nabi dikhususkan bagi para lelaki 

begitupula pimpinan tertinggi. Selain mendasarkan pandangan 

tersebut terhadap ayat 34 surat an-Nisa’ berkenaan dengan 

ketidak bolehan seorang wanita menjadi pemimpin diranah 

publik ataupun politik, Ibnu Katsir juga menggunakan hadis  “ ١ى٦ٍ
ةن 
ى
أ ٣ٍ امٍؽى مٍؽى٪ي

ى
٬ٍَّ١ أ هـ كى ٢ًصى ٛى٬ٍ ٍٙ  sebagai argumentasi dari ketidak bolehan ”حي

serang wanita menjadi pemimpin diranah publik (Ibn Katsir, 

1997). 

Tidak hanya menggunakan pendekatan dari aspek tafsir, 

pandangan para fuqoha’ juga dijadikan bagian dalam memperkuat 

argumentasi ketidak bolehan seorang wanita menjadi pemimpin. 

Dalam konteks ini terdapat beberapa kitab-kitab fikih mu’tabarah 

yang dikutip, seperti Al-Fikih Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, bahwa 

mayoritas ulama fikih sepakat bahwa bagian dari salah satu syarat 

seorang pemimpin adalah laki-laki. Mengapa? Supaya ia dapat 

mendedikasikan banyak waktu serta mampu (memungkinkan) 

untuk bergaul dengan kaum lelaki. Maka dari itu tidak sah 

kepemimpinan seorang perempuan (Al-Jazarī, 2003). 

Latar Belakang Perbedaan Pandangan  

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, 

bahwa dari dalil hukum yang sama melahirkan pandangan hukum 

yang berbeda antara memperbolehkan dan tidak 



- Prosiding Risalah Akhir Mahasantri Ma’had Al-Jami’ah Al-Ali UIN Malang - 

- 542 - 

memperbolehkan seorang wanita menjadi pemimpin. Hemat 

penulis, perbedaan pandangan tersebut bukanlah suatu yang baru 

dalam khazanah pemikiran Islam. Sejak dahulu perbedaan 

pandangan sering terjadi dalam berbagai permasalahan hukum, 

namun yang urgen untuk diperhatikan dalam setiap perbedaan 

pandangan adalah latar belakang dari timbulnya perbedaan 

tersebut. 

M. Quraish Shihab merupakan salah satu mufassir 

terkemuka Indonesia yang mempunyai pandangan kekinian 

(perpaduan antara teks dan konteks realita) dalam menafsirkan 

Al-Qur’an. Seperti penafsirannya terhadap kalimat bima fadhola 

Allhu ba’dhahum ala ba’di ayat 34 surat An-Nisa’ beliau tidak 

hanya menggunakan pendekatan tafsir tetapi juga menggunakan 

pendekatan ilmu Psikologi dengan mengutip pandangan Prof. 

Reek salah satu pakar Psikologi Amerika. Sehingga beliau 

berpandangan bahwa “keperluan menciptakan bentuk, dan bentuk 

disesuaikan dengan fungsi” (Shihab, 2005). Maksudnya dalam 

ihwal kekeluargaan memang fitrah wanita adalah dipimpin 

sedangkan lelaki sebagai suami adalah pemimpin dalam 

memutuskan suatu permasalahan. Namun bukan berarti wanita 

harus menjadi insan yang dipimpin diranah publik ia juga 

mempunyai hak untuk memimpin. 

Berbeda dengan M. Quraish Shihab, dalam memahami dan 

mengertikan suatu dalil hukum (Al-Qur’an dan Hadis) M. Najih 

Maimoen lebih mengedepankan pandangan ulama-ulama salaf 

dengan tanpa mengabaikan aspek relevansi teks terhadap kontek 

realita. Numun dapat difahami dari pandangannya terhadap 

kepemimpinan wanita M. Najih Maimoen cendrung 

mempertahankan fikroh-fikroh salaf. Selain itu, yang menjadi latar 

belakang perbedaan pandangan antara keduanya adalah 

konsentrasi keilmuan kedua tokoh tersebut, dimana M. Najih 

Maimoen merupakan ulama yang mempunyai perhatian tinggi 

dalam ilmu fikih sehingga pandangannya pun dominan mengikuti 
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pandangan para fuqaha’ terbukti dengan digunakannya 

pandangan mayoritas ulama fikih dalam memahami suatu dalil.  

PEMBAHASAN  

Analisis Dalil-dalil Kepemimpinan Perspektif Ushul Fikih 

Adapun dalil yang digunakan dalam mengidentifikasi hukum 

kepemimpinan wanita adalah ayat 34 surat An-Nisa’, ayat 71 

Surat At-Taubah dan hadis lanyufliha qaumun riwayat Abi Bakrah. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, M. Quraish 

Shihab berpandangan bahwa lafadz al-rijal pada ayat tersebut 

bermakna khas artinya lelaki sebagai pemimpin hanya dalam 

ranah domistik saja. Sedangkan M. Najih Maimoen berpandangan 

sebaliknya, bahwa kata al-rijal pada ayat tersebut adalah lelaki 

sebagai pemimpin baik diranah domistik ataupun diranah pablik. 

Begitu pula terhadap hadis riwayat Abi Bakrah tersebut. Dapat 

digaris bawahi perbedaan pandangan keduanya adalah 

keberlakukan ayat dan hadis tersebut apakah bisa dijadikan 

sebagai dalil hukum yang berlaku umum (‘Am) atau hanya belaku 

khusus (khas). 

Berangkat dari dalil dan argument yang telah dikemukakan 

diatas, dalam metodelogi ushul fikih para usuliyun menetapkan 

dua pendekatan didalam memahami suatu dalil. Yaitu melalui 

petunjuk nash terhadap suatu makna meliputi pembahasan 

tentang khas-al-‘Am, mustarak-haqiqat dan petunjuk nash 

terhadap suatu hukum secara langsung seperti amar al-mutlaq 

menunjukkan hukum wajib dan nahi menunjukkan hukum haram 

(Al-Zuhaili, 1986). 

Melalui pendekatan petunjuk nash terhadap makna dalam 

perspektif ushul fikih kata al-rijalu pada ayat 34 An-Nisa’ tersebut 

merupakan lafadz ‘Aam, melihat kata tersebut berbentuk plural 

serta dimakrifatkan dengan alif lam (al-makrifat)  (Khalaf, 1977). 

Sedangkan definisi ‘Aam itu sendiri adalah lafadz yang bersifat 

umum yang mencakup bagian makna yang terkandung 

didalamnya (Khalaf, 1977). Begitu pula dengan lafadz 
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walmu’minuna walmu’minatu pada ayat 71 Q.S At-Taubah sama-

sama bersifat ‘Aam. Sedangkan jika ditinjau dari jenisnya ‘Aam 

pada kedua lafadz tersebut, lafadz al-rijal ‘Aam al-Mutlaq, dimana 

lafadz tersebut tidak mempunyai qarinah yang membatasi 

keumumannya (Zuhailiy, 1419). Sedangkan walmu’minuna 

walmu’minatu adalah lafadz ‘Aam yang dikehendaki sebagai lafadz 

khas. Sedangkan jika ditinjau dari dari sisi dilalatul nash ‘alal 

hukm, maka kedua ayat tersebut merupakan kalam insya’ 

(ungkapan yang tidak memuat perintah atau khabar) (Al-Maliki, 

2011). 

Adapun hadis riwayat Abi Bakrah tentang tidak beruntung 

kaum yang dipimpin oleh seorang wanita dalam tinjauan analisis 

ushul fikif lafadz qaumun dalam hadis tersebut merupakan kata 

yang bersifat ‘Aam. Dikatakan demikian karena lafadz tersebut 

merupakan isim nakirah yang didahului oleh kalimat nafi berupa 

lan (Huda, 2014). Berkenaan keumuman dari hadis tersebut 

berdasarkan kaidah ushul fikih yang di adopsi oleh mayoritas 

ulama ushul dalam menyikapi dalil yang bersifat umum namun 

mempunyai asbab khusus dalam pandangan usuliyun tetap 

diberlakukan sebagaimana keumuman dari dalil tersebut, 

sebagaimana kaidah ushul fikih; (Al-Zuhaili, 1986) 

 ا١ٓبرة ة٬٥ٓـ ال٢َٙ لَ بخه٬ص الفتب
Bahwa dalil yang menunjukkan makna umum atas sebab 

yang khusus baik dilatar belakangi oleh suatu pertanyaan atau 

suatu kejadian tetap diberlakukan sesuai keumuman dalil 

tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa yang 

menjadi hujjah hukmi adalah lafadz yang terdapat pada dalil 

bukan penyebab dari adanya dalil pandangan ini senada dengan 

bagaimana jumhur ulama memahami hadis tersebut (Bedong & 

Ahmad, 2018). 
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Dalil-Dalil Kepemimpinan Perspektif Teori Dalalah Al-Nash 

Terdapat dua madzhab dalam pemikiran Ilmu Ushul Fikih 

didalam memahami makna yang terkandung dalam suatu nash. 

Yaitu, golongan Hanafiyyah dan golongan Jumhurul Al- 

Mutakallimin. Golongan Hanafiyyah didalam memahami dan 

mengemalkan makna nash menawarkan empat pendekatan, 1) 

harus mengedepankan makna yang tersurat atau makna teks 

(ibaratun al-nash) dimana makna tersebut adalah makna yang 

dikehendaki oleh teks; 2) makna isyarah atau makna yang tersirat 

dari nash meskipun bukan makna yang dimaksud dari penuturan 

teks; 3) dilalatu al-nash atau makna yang dapat difahami dari 

substansi nash dan apa yang dapat dinalar dari nash tersebut; 4) 

iqtidha’ al-Nash atau makna yang dikira-kirakan untuk mencapai 

maksud dari suatu ungkapan. 

Dari empat pendektan tersebut perlu digaris bawahi bahwa;  

هـ ةٍؽيٚ ٤ ٦ ٪ؼق ا١ٍؽؽ ك٤ٓنِ آعؽ ٬٫ٙ٤ـ ةٍؽيٚ آعؽ إذا حٓارض ٤ٓنِ ٬٫ٙ٤
٫٨٤ا، رسٌص الم٬٫ٙـ ٦٤ ا١ٓتارة عَل ٬٫ٙ٤ـ ٦٤ الْكارة، كرسٌص الم٬٫ٙـ ٦٤ أضػ٪٥ا 

 عَل الم٬٫ٙـ ٦٤ الدل١َث
Ketika terjadi pertentangan antara makna yang didapat dari 

empat pendekatan diatas maka yang dijadikan acuan atau yang 

dikuatkan adalah mafhum yang didapat dari makna ibarah 

(makna teks) atas mafhum Isyarah dan di kuatkan makna 

maufhum ibarah dan mafhum isyarah terhadap mafhum dilalah. 

Walhasil makna teks (ibaratun al-nash) diproritaskan dari makna-

makna yang lain (Kholaf, 2010). 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap dalil-

dalil kepemimpinan wanita pada sub bab sebelumnya, serta 

dengan menggunakan pendekatan diatas, maka dalam perspektif 

teori ushul fikih dalil-dalil tersebut dapat difahami sebagaimana 

berikut: 1) al-rijalu qauwammuna alan-nisa’ diposisikan sebagai 

dalil ‘Aam, dengan konsekuensi lelaki adalah pemimpin bagi 
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wanita didalam ranah domistik atau ranah publik; 2) Qawmun 

dalam Hadis Riwayat Abi Bakrah tetap diberlakukan sebagai dalil 

yang bersifat ‘Aam, yang mengindikasikan dalil tersebut tetap 

berlaku hingga hari ini; 3) Dalam tinjauan pendekatan dalalah an-

nash, petunjuk teks dikedepankan sehingga pada dalil-dalil 

tentang kepemimpinan wanita apa yang ditunjukkan dan difami 

dari teks harus dikedepankan dari makna lainya.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa; 1) Terdapat beberapa faktor penyebab 

terjadinya perbedaan pendapat antara Prof. M. Quraish Shihab 

dan KH. M. Najih Maimoen dalam memahami dan memberikan 

kesimpulan hukum terhadap dalil-dalil kepemimpinan wanita 

dalam ranah politik atau publik, diantaranya; a) Latar belakang 

konsentrasi keilmuan antara mufasir dan fuqaha’ dimana hal 

tersebut mempengaruhi sudut pandang keduanya didalam 

memahami ayat 34 Surat An-Nisa’ dan Hadis riwayat Abi Bakrah. 

Prof. M. Quraish Shihab memahami kedua dalil tersebut bersifat 

khas (tidak berlaku umum) sedangkan KH. M. Najih Maimoen 

perpandangan kedua dalil tersebut berlaku umum. 

Pendekatan yang digunakan juga mempengaruhi perbedaan 

keduanya dalam memahami dalil. Prof. M. Quraish Shihab tidak 

hanya menggunakan pendekatan tekstual didalam menganalisis 

makna atau maksud dari suatu dalil, beliau juga menggunakan 

pendekatan psikologi didalam memahami ayat 34 surat An-Nisa’ 

dan mengkaitkan makna teks dengan konteks realitas hari ini, 

serta menggunakan ayat 71 Surat at-Taubah dan ayat 38 surat 

Asy-Syura sebagai dasar kebolehan wanita menjadi pemimpin 

diranah publik, sehingga pandangannya dinilai lebih kekinian. 

Sedangkan KH. M. Najih Maimoen lebih konsisten terhadap 

manhaj istinbat al-hukmi ulama salaf didalam memahami dalil 

lebih mengedepankan kehati-hatian dalam mengambil 
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kesimpulan hukum dengan mengedepankan pendapat mayoritas 

ulama.  

Berdasarkan analisis teori ushul fikih terhadap dalil-dalil 

yang digunakan, berkenaan dengan kepemimpinan wanita dalam 

ranah publik atau politik jika ditinjau dari wad’u al-lafdzi li al-

ma’na (pendekatan lafadz terhadap makna) maka lafadz al-rijal 

pada ayat 34 surat An-Nisa’ dan qaumun pada Hadis riwayat Abi 

Bakrah kedua dalil tersebut berlaku umum. Sedangkan jika 

ditinjau dari sisi pendekatan dilalah lafdz ‘Ala al-ma’na (petunjuk 

lafadz terhadap makna) maka  mafhum al-‘ibarah harus lebih 

dikedepankan dalam memahami makna yang terkandung dalam 

dalil-dalil tersebut, adapun makna yang ditunjukkan oleh mafhum 

al-‘ibarah dari ayat 34 surat An-Nisa’ tersebut iyalah bahwa lelaki 

adalah pemimpin bagi wanita dirah domistik ataupun pablik. 

Sedangkan mafhum al-‘ibarah yang ditunjukkan oleh Hadis 

riwayat Abi Bakrah  tersebut adalah عدم الفلاح في تولية المرأة 

mengindikasikan hukum bahwa tidak boleh menyerahkan 

kepemimpinan dalam ranah pablik terhadap wanita.  
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